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ABSTRAK

Perencanaan sebuah kawasan sangat penting sebagai dasar untuk melakukan suatu
kegiatan pembangunan. Perencanaan adalah suatu upaya dalam memilih dan menghubungkan
fakta- fakta dan membuat serta menggunakan asumsi - asumsi mengenai masa yang akan
datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan - kegiatan yang diperlukan
untuk mencapai hasil yang dinginkan (Susanto, 2016). Kabupaten Rejang Lebong adalah salah
satu Kabupaten di Provinsi Bengkulu yang masuk di dalam zona untuk pengembangan
kawasan agribisnis Kopi.Perencanaan untuk pengembangan kawasan kopi di susun oleh
Pemerintah Provinsi Bengkulu.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep yang berkaitan
dengan perencanaan kawasan berbasis pemberdayaan masyarakat. Metode penelitian yang
digunakan berdasarkan kajian literatur

Berdasarkan hasil analisis kajian menunjukkan bahwa agar perencanaan yang telah di
susun oleh Pemerintah untuk mencapai sasaran, maka penting dalam proses perencanaan
tersebut untuk melibatkan secara aktif masyarakat yang menjadi bagian dari perencanaan.
Penelitian ini berdasarkan review falsafah atau konsep perencanaan di jurnal jurnal penelitian,
literaturebuku, laporan nasional, regional dan organisasi internasional, thesis, prosiding
seminar dan lainnya.Teori teori utama yang digunakan adalah konsep perencanaan,
pembangunan, kawasan, dan pemberdayaan.yang di jadikan dasar pembangunan berdasarkan
pemberdayaan perlu mendapatkan perbaikan dengan mengikutsertakan secara aktif objek yang
menjadi sasaran perencanaan untuk bisa aktif menjadi subjek dari perencanaan itu sendiri.

Kata kunci: kawasan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, perencanaan,

ABSTRACT

Planning an area is very important as a basis for carrying out a development activity.
Planning is an effort in selecting and linking facts and making and using assumptions about the
future by describing and formulating the activities needed to achieve the desired outcome
(Susanto, 2016). Rejang Lebong Regency is one of the Regencies in Bengkulu Province that is
included in the zone for the development of the Coffee Agribusiness area. Planning for the
development of the coffee area was arranged by the Bengkulu Provincial Government. This
study aims to examine the concepts related to regional planning based on community
empowerment. The research method used is based on a literature review.

Based on the results of the analysis of the study shows that In order for the Planning
that has been prepared by the Government to achieve the target, it is important in the planning
process to actively involve the people who are part of the plans made. This research is based on
a review of the philosophy or concept of planning in research journals, book literature,
national, regional and international organization reports, theses, seminar proceedings and
others. The main theories used are the concepts of planning, development, area, and
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empowerment. The basis of development based on empowerment needs to be improved by
actively involving the objects that are the targets of planning to be actively involved in the

planning itself.

Keywords: region, development, community empowerment, planning.

Pendahuluan

Dalam pembangunan suatu wilayah
diperlukan perencanaan yang tepat karena
dengan perencanaan Yyang tepat akan
mengarahkan pembangunan pada suatu
tujuan yang hendak dicapai yang dapat
menimbulkan  dampak positif terhadap
daerah itu sendiri. Perencanaan yang tepat
adalah sebuah perencanaan yang dibuat atas
dasar potensi atau keunggulan yang dimiliki
daerah itu sendiri.Menurut George R. Terry
dalam(Riyadi., & Bratakusumah, 2004)
perencanaan adalah upaya untuk memilih dan
menghubungkan fakta-fakta dan membuat
serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai
masa yang akan datang dengan jalan
menggambarkan dan merumuskan kegiatan-
kegiatan yang diperlukan untuk mencapai
hasil yang diinginkan. Perencanaan juga akan
menjadi bahan dalam membuat sebuah
kebijakan pembangunan yang mendukung
perencanaan tersebut(Simamora & Supriadi,
2013). Perencanaan adalah suatu upaya
dalam memilih dan menghubungkan fakta
fakta dan membuat serta menggunakan
asumsi asumsi mengenai masa yang akan
datang dengan jalan menggambarkan dan
merumuskan  kegiatan  kegiatan  yang
diperlukan untuk mencapai hasil yang
dinginkan (Susanto, 2016). Perencanaan
wilayah menurut (R. Tarigan, 2006) adalah
perencanaan penggunaan ruang wilayah dan
perencanaan aktivitas pada ruang wilayah
tersebut. Menurut  Kunarjo (2002) dalam
(Syafa’at. et al, 2016) Perencanaan dapat
disusun berdasarkan beberapa kriteria, antara
lain menurut jangka waktu, menurut ruang
lingkup atau tingkat keluwesan. Menurut
jangka waktu, ada rencana jangka panjang,
jangka menengah dan jangka pendek.
Perencanaan jangka panjang menurut
Tjokroamidjojo (1994) mempunyai sifat dua
macam: pertama, merupakan proyeksi
keadaan masa depan dengan jangka waktu
yang cukup panjang, kedua perencanaan
kebijaksanaan yang dimaksudkan untuk

mencapai tujuan tujuan perkembangan dalam
masyarakat yang bersifat fundamental dan
struktural. Sementara itu menurut Kunarjo
(2002) perencanaan biasanya dikaitkan
dengan  kebutuhan  politis  seseorang
berdasarkan jangka waktu jabatan para
pengusaha.Dan perencanaan jangka pendek
dapat juga di katakan sebagai perencanaan
operasional tahunan yang mempunyai kurun
waktu yang pendek yaitu hanya satu tahun.
Program  pengembangan  wilayah
agribisnis yang dilakukan pemerintah selama
ini belum sepenuhnyadapat membuat petani
lebih berdaya. Salah satu penyebabnya
adalah  masih  terbatasnya  pelibatan
masyarakat dalam perencanaan maupun
pelaksanaan program pengembangan
(Syafa’at, Simatupang, Mardianto, &
Pranadji, 2016). Permasalahan pembangunan
yang tidak melibatkan sumber daya lokal
seperti masyarakat desa dan potensi sumber
daya alam yang dimiliki menjadi salah satu
permasalahan perencanaan pembangunan
yang belum akomodatif (Ahmad Sururi &
Rahmi Mulyasih, 2017). Perencanaan
pembangunan yang diinisiasi dan melibatkan
masyarakat diharapkan dapat menjawab

kebutuhan masyarakat terhadap sebuah
proses pembangunan

Tujuan dari pemberdayaan
masyarakat menurut  Sulistiyani  pada

(Susanto, 2016) adalah untuk membentuk
individu dan masyarakat menjadi mandiri.
Tentunya dalam sebuah  perencanaan
kawasan  penting  untuk  berbasikan
pemberdayaan masyarakat agar tercapai
kondisi yang lebih baik dan perencanaan
yang disusun dapat berjalan dengan efektif
dan bermanfaat secara berkelanjutan.
Pembangunan pertanian yang
dijalankan melalui sebuah proses
perencanaan pembangunan telah di susun
oleh pemerintah Provinsi Bengkulu kedalam
sebuah dokumen Perencanaan Master Plan
Agrowisata Kampung Kopi  Provinsi
Bengkulu pada Tahun 2018 dan dokument
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selanjutnya yang telah di susun Pemerintah
Kabupaten Rejang Lebong berupa Dokument
Action Plan Kawasan Pertanian Kabupaten
Rejang Lebong Tahun 2019-2023. Dokument
ini di susun dalam wupaya perencanaan
kawasan Pertanian, salah satu bagiannya ada
perencanaan Kawasan Kopi di Kabupaten
Rejang Lebong.

Agar perencanaan yang telah di susun
olen Pemerintah mencapai sasaran, maka
penting dalam proses perencanaan tersebut
untuk melibatkan secara aktif masyarakat
yang menjadi bagian dari perencanaan yang
dibuat.

Penelitian ini di dasarkan hasil review
berbagi jurnal penelitian sejenis, literature
buku, laporan nasional, regional dan
organisasi internasional, thesis, prosiding
seminar dan lainnya. Teori teori utama yang
digunakan adalah konsep perencanaan,
pembangunan, kawasan, dan pemberdayaan

Pembangunan Berkelanjutan

Pada awal kemerdekaan paradigama
pembangunan yang dianut oleh pemerintah
ada paradigma pembangunan industrialisasi.
Sejalan perkembangan waktu, memasuki
abad ke 21, paradigma pembangunan beralih
ke pembangunan sektor pertanian, hal ini
disebabkan pada awal abad ke 21, dilanda
krisis moneter yang menyebabkan banyak
industri  dari  berbagai jenis terpaksa
menghentikan produksi karena meningkatnya
ongkos produksi yang disebabkan
menurunnya mata uang rupiah terhadap
dollar. Tetapi pada saat yang sama sektor
pertanian mengalami kenaikan pendapatan
karena nilai produk pertanian yang dijual
keluar menjadi lebih mahal. Ketahanan
sektor pertanian menghadapi krisis moneter
ini yang merubah paradigma pembangunan

Pembangunan menurut (Syafa’at. et
al, 2016) sebagai upaya untuk melakukan
perubahan sosial (Sosial change) yang
dilakukan secara sadar, terencana dan
berkelanjutan dengan tujuan demi eksistensi
dan peningkatan mutu kehidupan
masyarakat.(Kartasasmita, 1997)
mengatakan bahwa pembangunan pada
dasarnya bertujuan untuk meningkatkan

kesejahteraan manusia dalam arti yang
luas.Tujuan pembangunan harus memuat 3
hal (Syafa’at. et al, 2016) vaitu: (1)
pertumbuhan (growth); (2) keberlanjutan
(sustainable) dan (3) pemerataan (equity).
Kita ~mengalami perubahan perubahan
paradigma pembangunan, Saat ini Perubahan
paradigma pembangunan dari mengutamakan
indikator kuantitatif kepada keseimbangan
dengan indikator kualitatif.Kegagalan
pembangunan berbasis pertumbuhan,
menciptakan paradigma baru yang meyakini
bahwa pembangunan harus diarahkan kepada
terjadinya pemerataan (equity), pertumbuhan
(eficiency), dan keberlanjutan (sustainability)
yang berimbang dalam pembangunan
ekonomi. Mengubah prinsip pertumbuhan
semata menjadi prinsip pemerataan (equity),
pertumbuhan (eficiency) dan keberlanjutan
(sustainability) menjadi sangat penting bagi
pembangunan desa masa kini (Suharyanto &
Sofianto, 2012).

Perencanaan Pembangunan

Perencanaan Pembangunan di
maksudkan untuk melakukan perubahan dan
perbaikan.Secara umum, dalam konteks
pelaksanaan pembangunan di Indonesia
terdapat 2 (dua) dokumen perencanaan yang
wajib  menjadi acuan yaitu dokumen
perencanaan pembangunan dan rencana tata
ruang.Dokumen  perencanaan  merupakan
bagian dari Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN), sementara
RTR baik tingkat nasional dan daerah
merupakan amanah UU No. 26 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang.Sebagaimana arahan
RPJPN 2005-2025, RTR menjadi matra
keruangan dari rencana
pembangunan.Dengan demikian, rencana
pembangunan dan RTR harus serasi satu
dengan lainnya.

Perencanaan Kawasan

Teori menyebutkan bahwa salah satu
cara yang efektif membangun wilayah adalah
dengan pengembangan kawasan
(BAPPENAS, 2004) Kawasan adalah suatu
wilayah atau daerah tertentu  yang
mempunyai fungsi tertentu. Kawasan adalah



wilayahyang berbasis pada keberagaman
fisik dan ekonomi tetapi memiliki hubungan
erat dan saling mendukung satu sama lain
secara fungsional demi  mempercepat
pertumbuhan ekonomi daerah dan
meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam
kaitan ini, kawasan didefinisikan sebagai
kawasan yang mempunyai fungsi tertentu,
dimana kegiatan ekonominya, sektor dan
produk unggulannya, mempunyai potensi
mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah
sekitarnya.Kawasan ini secara sendiri-sendiri
maupun secara bersama membentuk suatu
klaster. Klaster dapat berupa Kklaster
pertanian dan Secara sederhana perencanaan
adalah menetapkan suatu tujuan dan memilih
langkah langkah yang diperlukan untuk
mencapai tujuan tersebut (Robinson Tarigan,
2016). Perencanaan adalah suatu upaya
dalam memilih dan menghubungkan fakta
fakta dan membuat serta menggunakan
asumsi asumsi mengenai masa yang akan
datang dengan jalan menggambarkan dan
merumuskan  kegiatan  kegiatan  yang
diperlukan untuk mencapai hasil yang
dinginkan (Susanto, 2016) (Menurut Kunarjo
(2002),  Perencanaan  dapat  disusun
berdasarkan beberapa kriteria, antara lain
menurut jangka waktu, menurut ruang
lingkup atau tingkat keluwesan. Menurut
jangka waktu, ada rencana jangka panjang,
jangka menengah dan jangka pendek.
Perencanaan jangka panjang mempunyai
sifat dua macam: pertama, merupakan
proyeksi keadaan masa depan dengan jangka
waktu yang cukup panjang, kedua
perencanaan kebijaksanaan yang
dimaksudkan untuk mencapai tujuan tujuan
perkembangan dalam masyarakat yang
bersifat ~ fundamental dan  struktural.
Sementara itu menurut (Kunarjo, 2002)
Perencanaan biasanya dikaitkan dengan
kebutuhan politis seseorang berdasarkan
jangka waktu jabatan para pengusaha. Dan
perencanaan jangka pendek dapat juga di
katakan sebagai perencanaan operasional
tahunan yang mempunyai kurun waktu yang
pendek yaitu hanya satu tahun.Perencanaan
pada hakekatnya harus didasarkan pada
masalah, kebutuhan dasar dan potensi

wilayah agar pembangunan yang dilakukan
tepat guna dan tepat sasaran sehingga mampu
meningkatkan perekonomian daerah.(Arifien,
Fafurida, & Noekent, 2012)

Proses  perencanaan  pembangunan
daerah menurut (Wahyudi, 2006))
Merupakan:

a. Proses politik. Pemilihan langsung
kepala Daerah akan menghasilkan
rencana pembangunan hasil proses
politik khususnya penjabaran visi
dan misi dalam RPJM

b. Proses Teknokratik. Perencanaan

yang dilakukan oleh perencanaan
professional atau oleh lembaga/unit
organisasi yang secara fungsional
melakukan perencanaan khususnya
dalam pemantapan peran, fungsi dan
kompetensi lembaga perencanaan.

c. Proses Partisipatif. Perencanaan yang
melibatkan masyarakat
(Stakeholders) antara lain melalui
lembaga musyawarah perencanaan
pembangunan.

d. Proses Bottom Up dan Top Down.
Perencanaan yang aliran prosesnya
berlangsung dari atas kebawah atau
dari bawah keatas dalam hirarki
pembangunan.

Pembangunan kawasan adalah usaha
untuk mengembangkan dan meningkatkan
hubungan kesalingtergantungan dan interaksi
atara sistem ekonomi (economic system),
masyarakat (social system), dan lingkungan
hidup  beserta  sumberdaya alamnya
(ecosystem).Setiap  sistem ini  memiliki
tujuannya masingmasing. Secara umum,
tujuan dari pengembangan kawasan ini dapat
dirumuskan sebagai berikut:

1. Membangun masyarakat pedesaan,

beserta sarana dan prasarana yang

mendukungnya;

2. Mencapai  pertumbuhan ekonomi
yang berkelanjutan;

3. Mengurangi  tingkat  kemiskinan
melalui  peningkatan  pendapatan
masyarakat;
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4. Mendorong pemerataan pertumbuhan
dengan mengurangi disparitas antar
daerah.

5. Meningkatkan kualitas sumberdaya
manusia dan konservasi sumberdaya
alam demi kesinambungan
pembangunan daerah.

6. Mendorong pemanfaatan ruang desa
yang efisien dan berkelanjutan.

Perencanaan  yang berbasiskan
prakarsa masyarakat adalah perencanaan
yang mencerminkan kebutuhan masyarakat
yang  dalam  proses  penyusunannya
melibatkan masyarakat yang ada di sekitar
kawasan yang akan di kembangkan. Upaya
ini memerlukan perubahan kebijakan yang
selama ini membatasi dan tidak mengakui
aspirasi masyarakat, serta harus mampu
memberikan pendidikan kepada masyarakat
sehingga mampu memberdayakan
masyarakat.Perencanaan seperti ini bukan
berarti mengurangi peran pemerintah, tetapi
justru memperbesar peran pemerintah dalam
upaya memberikan bimbingan sebagai upaya
memberdayakan masyakarat.

Pembangunan kawasan memerlukan
penentuan lokasi atau kawasan yang tepat
dan efisien.Untuk itu di perluakan
perencanaan yang matang yang melibatkan
partisipasi  seluruh  masyarakat minimal
mengakomodir kepentingan masyarakat yang
menghasilkan rumusan yang sejalan dengan
kepentingan masyarakat. Analisis kawasan
mempunyai tujuan untuk menjelaskan proses
bagaimana berbagai kegiatan kehidupan
mengorganisasi diri dalam suatu ruang
geografi untuk mencapai tujuan bersama.
Berbagai kegiatan yang dimaksud meliputi
kegiatan sosial budaya seperti adat istiadat,
mata pencaharian utama, dan tingkat
pendidikan. Kegiatan ekonomi, kegiatan
pelestarian lingkungan dan kegiatan lain
yang sudah ada di kawasan.

Pemberdayaan Masyarakat.

Menurut (Mardiakanto Totok dan
Soebiato Poerwoko, 2015) pemberdayaan
merupakan upaya Yyang dilakukan oleh

masyarakat dengan atau tanpa dukungan
pihak luar, untuk memperbaiki kehidupannya
yang berbasis kepada daya mereka sendiri.
Dalam pemberdayaan masyarakat dididik
untuk menerapakan setiap inovasi (informasi
baru) yang telah diuji kebenarannya dan telah
diyakini akan dapat memberikan manfaat
(ekonomi  maupun non ekonomi) bagi
perbaikan kesejahteraannya.

Sumodiningrat (1999) menyatakan
bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan
upaya untuk memandirikan masyarakat lewat
perwujudan potensi kemampuan yang
mereka miliki.Pemberdayaan masyarakat
senantiasa menyangkut dua kelompok yang
saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak
yang diberdayakan dan pihak yang menaru

kepedulian sebagai pihak yang
memberdayakan.
Proses pemberdayaan masyarakat

diarahkan pada pengembangan sumberdaya
manusia, menciptakan peluang berusaha
yang sesuai dengan keinginan masyarakat.
Masyarakat menentukan jenis usaha, kondisi
wilayah yang pada gilirannya dapat
menciptakan lembaga dan sistim pelayanan
dari, oleh dan untuk masyarakat setempat.
Pemberdayaan  adalah  upaya  untuk
membangun daya itu sendiri, dengan
mendorong, memotivasi dan membangkitkan
kesadaran akan potensi yang dimilikinya
serta berupaya untuk mengembangkannya.

Berdasarkan pemahaman
pemberdayaan sebagai salah satu sistim
pendidikan, maka menurut Mardiankanto
(2012), pemberdayaan memiliki prinsip
prinsip:

1. Mengerjakan, artinya
pemberdayaan  harus  sebanyak
mungkin  melibatkan  masyarakat
untuk mengerjakan/menerapkan
sesuatu. Karena melalui
“mengerjakan” mereka akan
mengalami proses belajar (Baik
dengan  menggunakan  pikiran,
perasaan, dan keterampilannya) yang
akan terus di ingat untuk jangka
waktu yang lama.

2. Akibat, artinya kegiatan
pemberdayaan harus memberikan

kegiatan



akibat atau pengaruh yang baik dan
bermanfaat, karena perasaan
senang/puas atau tidak
senang/kecewa akan mempengaruhi
semangatnya  untuk  mengikuti
kegiatan belajar/pemberdayaan di
masa masa mendatang.

3. Asosiasi, artinya setiap kegiatan
pemberdayaan  harus  dikaitkan
dengan kegiatan lainnya, sebab
setiap orang cenderung untuk
mengkaitkan/menghubungkan
kegiatannya dengan
kegiatan/peristiwa yang lainnya.
Misalnya dengan melihat cangkul
orang diingkatkan kepada
pemberdayaan tentang persiapan
lahan yang baik, melihat tanaman
yang kerdil/subur akan
mengingatkannya  kepada usaha
usaha pemupukan dan lain lain.

Metode Penelitian

Penelitian ini  berdasarkan review
literature penelitian ilmiah yang telah di
publikasi di dalam jurnal penelitian, buku,
laporan nasional, regional dan organisasi
internasional, Disertasi, prosiding seminar
dan lainnya.

Hasil dan Pembahasan

Model Perencanaan pengembangan
kawasan di dasarkan pada konsep konsep
pengembangan wilayah didalam teori teori
Pembangunan.  Pengembangan  kawasan
adalah upaya untuk memperbaiki tingkat
perekonomian masyarakat pada kawasan
tertentu dengan berdasarkan pada produk
unggulan di kawasan itu, upaya untuk
memperkecil kesenjangan pertumbuhan dan
ketimpangan kesejahteraan antar wilayah.
Berbagai konsep pengembangan kawasan
yang di terapkan (BAPPENAS, 2004)dalam
(Setiyanto, 2013) adalah ;1, Konsep
pengembangan kawasan berbasis karakter
sumbedaya yaitu (a) pengembangan kawasan
berbasis sumbedaya, (b) pengembangan
kawasan berbasis komoditas unggulan, (c)
pengembangan kawasan berbasis efisiensi,
(d) pengembangan kawasan berbasis pelaku

pembangunan. 2. Konsep pengembangan
kawasan berbasis penantaan ruang yang
membagi wilayah kedalam (a) pusat
pertumbuhan, (b) integrasi fungsional, dan
(c) desentralisasi. 3. Konsep pengembangan
kawasan terpadu. Konsep ini menekankan
kerjasama antar sektor untuk meningkatkan
kesejahteraan masyakata dan
penanggulangan kemiskinan yang pada
umumnya diterapkan di daerah daerah
tertinggal. 4. Konsep  pengembangan
kawasan berdasarkan klaster. Konsep ini
terfokus pada keterkaitan dan ketergantungan
antara pelaku dalam jaringan kerja produksi
sampai jasa pelayanan dan upaya upaya
inovasi pengembangannya.

Perencanaan pengembangan wilayah
pada dasarnya adalah upaya penerapan
konsepkonsep pembangunan ekonomi pada
dimensi keruangan, sehingga perencanaan
pengembangan wilayah merupakan
akumulasi yang tidak terputus dari konsep
pembangunan ekonomi yang melihat
peluang dan penawaran (opportunity and
supply side), yaitu dari kemampuan atau
potensi wilayah itu untuk dikembangkan, dan
dari segi permintaan sebagai peluang
(demand side — market opportunity) untuk
membangun(Harun, 2010). Pembangunan
terpadu inovatif ~ merupakan siklus
pembangunan yang dimulai dari proses
identifikasi  potensi ~ sumberdaya  dan
kemudian menentukan arah pembangunan
yang melibatkan segenap unsur desa. Setelah
ditentukan arah pembangunan, pengelolaan
sumberdaya desa perlu ditetapkan secara
tepat dan benar.Inti dari pembangunan
terpadu inovatif adalah proses yang
mengutamakan sinkronisasi antarsektor dan
antarpelaku serta mengedepankan inovasi
dalam berbagai bidang sebagai tekniknya.
Dengan demikian, hasil pembangunan akan
menciptakan pertumbuhan, pemerataan dan
keberlanjutan. Hasil-hasil tersebut akan
menjadi bahan masukan bagi pembangunan
tahap berikutnya (Suharyanto & Sofianto,
2012)

Perencanaan yang baik akan sangan
membantu dalam proses pembangunan. Oleh
sebab itu dalam proses penyusunan
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perencanaan  sangatlah  penting  untuk
memperhatikan bagaimana sebuah
perencanaan di susun, siapa saja aktor yang
terlibat dalam proses penyusunan
perencanaan, strategi apa yang digunakan
dan hal hal apa saja yang mendukung serta
menghambat upaya perencanaan
pembangunan  (Fadlina, Supriyono, &
Soeaidy, 2013)

Beberapa pendekatan perencanaan
yang dilakukan yaitu pendekatan politis,
teknokratis, partisipatif, serta Top Down dan
Bottom Up Planing yang penerapannya di
sesuaikan dengan konteks perencanaan
(Fadlina et al.,, 2013). Konsep Perencaan
lainnya yaitu Konsep “Spatial Planning
System” bersifat terpusat dan mengejar
pertumbuhan nasional, tetapi belum berhasil
mencapai tujuan utamanya yaitu mengatasi
ketimpangan wilayah (Sawitri, 2006) hal ini
disebabkan sifat eksploitatif dari praktek
perencanaan pengembangan wilayah ini telah
memperlemah kondisi wilayah belakang,
demi mendukung pertumbuhan
perekonomian nasional.

Kesimpulan

Dari studi literature di ketahui bahwa proses
perencanaan Yyang telah ada selama ini
sangatlah sedikit melibatkan partisipasi aktif
masyarakat dan belum di temukan
berbasiskan ~ pemberdayaan = masyarakat.
Untuk itu kedepan penting dan perlu di
carikan model perencanaan pemberdayaan
masyarakat  berbasiskan ~ pemberdayaan
masyarakat.
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